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MK Putus Gugatan UU Pemda

Jakarta, 14 Juni 20,7 - Mahkamah Konstitusi(MK) akan menggelar sidang Pengujian UU N0 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemeriniahan Daerah (UU Pemda) pada Rabu (, 4106). puku1 08 00 WIB dengan agenda Pengucapan
Putusan. Permohonan Ini Ieregisirasi dengan nomor perkara 561PUU-XIV/2016. Pemohon perkara inI, yaitu Abda Khair Mufti.
Muhammad Handz, Amal Subkhan, Solihin. dan Totok Risiiyono mengalukan pengujian norma yang terdapat pada Pasa1 251 ayat (1).
Pasa1 251 ayat(2). Pasa1 251 ayat(7). dan Pasa1 251 ayai(a UU Feinda

Pemerintah meIalui Kernenterian Daiam Negeritelah mein batalkan ribuan peraluran daerah (perda) provinsi atau kabupaten/koia yang
diatur dalam Pasa1 251 UU Pemda. Pemohon yang beigerak daiam bidang kepentingan urnum ini melasa halini bedampak Iuas bagi
Ialannya roda pemerintahan of daerah Pemohon juga menilai. ketentuan dalam UU Pemda telah menimbulkan ketidakpaslian hukum
karena mengakibatkan polemik dan problemaiika secara akademik dan praklis dalam hal pengawasan dan pengujian norma Peraturan
Daerah. Seharusnya, konsep pengawasan pemerintah pusat hanya sebatas preview Ierhadap Rancangan Perda (ranperda) sebelum
diundangkan, bukan mein batalkan Perda yang sudah disahkan Pemerinlahan Daerah (Kepala Daerah dan DPRD). Pemerintah Pusal
hanya mengevaluasi dan sinkronisasiterhadap peraiuran yang Iebih linggi

Pemohon menilai daiam UU Pemda hanya diakui penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/koia,
sebagai saiu-satunya subyek hukum yang dapal mengajukan keberatan Ierhadap keputusan pembatalan Perda kabupaten/koia o1eh
Gubernur atau Meriteri, atau Perda provinsi o1eh Meriteri. Peraturan Daerah merupakan pengaluran yang bersifat urnum. yang lidak
termasuk dalam pengertian keputusan tata us aha negara. sehingga kepulusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud UU Pemda.
merupakan hirarki peeluran perundang-undangan yang ditegaskan Pasa1 8 ayat(,) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan gubemur dan meriten yang mein batalkan Perda yang eral kaitannya dengan hajat hidup
masyarakat. dan menurut perillaian masyarakat bahwa Perda tersebul harus dipertahankan, inaka keputusan gubemur dan meriteri
yang mein batalkan Perda dapat dimintakan keberatan to MA meIalui mekanisme pengujian peraturan quchcialreview). Menurul pan
Pemohon, ketenluan dalam Pasa1 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda harus dinyatakan inkonstitusional bersyaral sepanjang lidak
dimaknai, "Gubernur atau Meriteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaien/Koia dan Peraturan
BupatiMalikota. alau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraluran Gubernur yang beTientangan dengan peraluran perundang-undangan
yang Iebih tinggi. kepentingan urnum, dan/at au kesusilaan to Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) han setelah ditetapkan".

Sedangkan pada SIdang yang digelar, Seiasa (6/9/16) Pemerintah yang diwakili Widodo Skyl Pudjianto. Kepala BITO Hukum
Kernenlerian Da!am Negeri menyampaikan. keberadaan Pasa1 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda lidak menghilangkan atau
meinbatasi wewenang Mahkamah Agung unluk meIakukan pengujian peraluran daerah dan peraturan kepala daerah, sepanjang
teldapat kelompok masyarakal etau perorangan warga negara yang menga!ukan keberatan alas berlakunya suatu peraturan daerah
atau peraluran kepala daerah Pemerintah daerah diberikan wewe nang untuk meneiapkan peraturan daerah dan peraturan-peraiuran
lain untuk me Iaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Agar wewe nang tersebut dapat dipergunakan sebaik-balknya dan secara
benanggung jawab. inaka diperlukan me kanisme unluk mengawasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam me in bentuk peeluran
daerah dan peraturan kepala daerah

Pada sidang Ianjutan yang digelar Selasa '81/0116). Pemohon menilai daiam UU Pemda hanya diakui penyelenggara pemerinlahan
daerah pada tingkal provinsi atau kabupaten/koia, sebagai salu-salunya subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan terhadap
keputusan pembatalan perda kabupaten/koia o1eh gubernur atau meriteri, atau perda provinsi o1eh meriteri. Perda merupakan
pengaluran yang bersifat urnum. yang lidak termasuk dalam pengertian keputusan tata us aha negara. Sehingga. menurut Pemohon,
kepulusan pembalalan perda sebagaimana dimaksud UU Pemda. merupakan hererki peraturan perundang-undangan yang
ditegaskan Pasa1 8 ayai(I) UU Nomor 12 Tahun 20.1 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan

Menurut para Pemohon, keieniuan dalam Pasa1 251 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda harus dinyalakan Inkonstitusi. nal belsyarat
sepanjang lidak dimaknai, "Gubemur atau Meriteri dapat mengajukan permohonan pembatalan Peraluran Daerah Kabupaten/KOIa dan
Peraluran BupatiMalikola. atau Peraturan Daerah Provinsi dan Peraluran Gubemur yang ber!enlangan dengan peraturan perundang-
undangan yang Iebih linggi, kepentingan urnum. dan/atau kesusilaan ke Mahkamah Agung paling lama 14 han setelah ditetapkan"
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